KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 43/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang : a
b
c
Mengingat : 1
2

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) huruf b Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-
012.329512/2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-
012.329512/ 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wonogiri tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Tempat
Pelaksanaan Pemeriksaaan Kesehatan bagi Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun
2015.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (
Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 );

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil |
Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor
10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Wonogiri Tahun 2015;
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16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor
25/Kpts/KPU-Kab-012.3295124/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang
Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/ 2015 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Wonogiri Tahun 2015.

Memperhatikan : 1 Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wonogiri dengan Direktur RSUD Soediran Mangun Sumarso Woniogiri
dan Ketua IDI cabang Wonogiri pada tanggal 19 Juni 2015.

2 Rekomendasi TIM Dokter Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 dari Ikatan Dokter Indonesia (
IDI ) Cabang Wonogiri Nomor 143/ID1.Cab.Wng/SR/VI/2015 tanggal 29
Juni 2015.

3 Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal
30 Juni 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH TEMPAT
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) SOEDIRAN MANGUN
SUMARSO Wonogiri, sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Wonogiri tahun 2015 ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Juni 2015
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